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ABSTRACT
This study is motivated by the refusal to register interfaith marriages in Indonesia, a stance reinforced by Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023. This condition raises legal issues concerning legal certainty, justice, and utility for couples who are unable to officially register their marriages. This study aims to analyze the legal basis for the refusal of interfaith marriage registration and to examine its implications within the Indonesian legal system. The research method used is normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively through library research. The results show that the refusal to register interfaith marriages has a strong legal basis, namely Law Number 1 of 1974 which requires marriages to be conducted according to religious law, and is further reinforced by SEMA Number 2 of 2023 as a guideline for judges. However, this policy still creates issues in terms of justice and legal utility, particularly regarding legal protection and certainty of status for couples who cannot register their marriages. Therefore, for parties who enter into interfaith marriages, a more adaptive interpretation or legal update is needed to achieve a balance between legal certainty, justice, and legal benefits.
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Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penolakan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia yang dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum terkait kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi pasangan yang tidak dapat mencatatkan perkawinannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum penolakan pencatatan perkawinan beda agama serta mengkaji implikasinya dalam perspektif hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan pencatatan perkawinan beda agama memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan sahnya perkawinan menurut hukum agama, serta diperkuat oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai pedoman bagi hakim. Namun demikian, kebijakan ini masih menimbulkan permasalahan dalam aspek keadilan dan kemanfaatan hukum, terutama terkait perlindungan hukum dan kepastian status bagi pasangan yang tidak dapat mencatatkan perkawinannya. Oleh karena itu, bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan beda agama, diperlukan penafsiran atau pembaruan hukum yang lebih adaptif agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.
Kata Kunci: perkawinan beda agama; pencatatan perkawinan; SEMA No. 2 Tahun 2023; kepastian hukum.
1. PENDAHULUAN
Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan ikatan yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia [2]. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, perkawinan memiliki peran penting sebagai dasar pembentukan keluarga yang sah, sekaligus sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum.

Salah satu fenomena perkawinan yang menarik di Indonesia adalah praktik perkawinan beda agama. Dimana praktik ini sebenarnya tidak diatur secara tegas oleh Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 Tahun 1974. Hal tersebut disebabkan oleh multitafsir dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Menurut Salim H.S melihat dari segi hukum positif dalam pasal 2 ayat 1 Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) mengatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu [12]
Perbedaan keyakinan bisa terjadi sebelum, selama, dan sesudah perkawinan. Perbedaan agama sebelum perkawinan yang berlanjut saat perkawinan akan berakibat pada perdebatan sah tidaknya perkawinan itu. Sementara perbedaan agama yang muncul selama membina dan menjalankan rumah tangga, bisa menimbulkan kontroversi pada soal pembatalan perkawinan yang bersangkutan [6].
Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, tidak juga berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat [1].

Akibat dari tidak terpenuhinya syarat sah tersebut, berdampak pada aspek administratif, yaitu pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan pengakuan negara terhadap suatu perkawinan serta perlindungan hukum bagi para pihak. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang ditolak oleh instansi yang berwenang, baik oleh Kantor Urusan Agama maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penolakan ini menunjukkan adanya konsekuensi langsung dari ketentuan sahnya perkawinan yang didasarkan pada hukum agama.

Pemerintah Indonesia melalui Mahkamah Agung telah mengambil langkah strategis dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. SEMA ini, yang berjudul "Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antarumat beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan", berisi instruksi khusus bagi para hakim dalam menangani perkara pendaftaran perkawinan beda agama di Indonesia. Keberadaan SEMA ini menjadi langkah awal yang krusial dalam upaya mengatasi kompleksitas persoalan perkawinan beda agama di Indonesia [11].
Dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang ditujukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tinggi Banding dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama diharapkan semua Hakim tunduk pada SEMA tersebut. SEMA sendiri ditunjukan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, ataupun pejabat dalam lingkungan peradilan sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur kedalam internal [7].
Berdasarkan kondisi tersebut, isu mengenai penolakan pencatatan perkawinan beda agama menjadi penting untuk dikaji secara mendalam. Analisis yuridis diperlukan untuk memahami dasar hukum yang melatarbelakangi penolakan tersebut serta implikasinya dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kepastian hukum dan konsistensi penerapan norma dalam konteks perkawinan beda agama.
2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian berkaitan dengan konflik norma dan penerapan aturan hukum mengenai pencatatan perkawinan beda agama setelah diberlakukannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah berbagai regulasi yang mengatur tentang perkawinan dan pencatatan sipil, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu dengan mengkaji konsep-konsep hukum terkait sahnya perkawinan, hubungan antara hukum negara dan hukum agama, serta asas kepastian hukum. Ketiga, pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, baik sebelum maupun setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. 

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara menginventarisasi, mengkaji, dan mengolah berbagai literatur hukum serta dokumen resmi yang relevan dengan permasalahan penelitian.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Dasar Hukum Penolakan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan administratif untuk mencatat peristiwa perkawinan yang terjadi. Pencatatan perkawinan sangat penting, sebab buku nikah yang diperoleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu, baik secara agama maupun negara [10]. Selain itu, pencatatan perkawinan juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang menikah serta menjadi dasar dalam pengakuan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga.

Pencatatan perkawinan berfungsi untuk data kependudukan, seperti perkawinan itu sendiri, perceraian, serta berhubungan dengan status anak atas hak kewarisan. Sebab, ketika terjadi perselisihan atau masalah dengan perkawinan, maka upaya hukum yang dilakukan membutuhkan akta otentik perkawinan [8]. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait.

Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua perkawinan dapat dicatatkan oleh instansi yang berwenang. Penolakan pencatatan perkawinan kerap terjadi, terutama pada perkawinan yang tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku, seperti perkawinan beda agama. Penolakan ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan bahwa perkawinan harus sah menurut hukum agama masing-masing sebagai dasar untuk dapat dicatatkan secara resmi oleh negara.

Untuk mengatasi ketidakpastian hukum dan inkonsistensi tersebut, Mahkamah Agung merespons dengan menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang diterbitkan dan berlaku pada tanggal 17 Juli 2023 oleh Ketua MA, M. Syarifuddin. SEMA ini merupakan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan [4].

Setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, diharapkan agar dimasa mendatang tidak akan terjadi lagi praktik di Pengadilan Negeri yang mencoba untuk mengakali celah hukum dengan menerima permohonan pencatatan perkawinan beda agama. SEMA ini diharapkan dapat menjadi panduan yang mengikat bagi seluruh instansi peradilan. Mahkamah Agung telah menegaskan bahwa sebuah perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam agama masing-masing pihak dan keyakinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 28B ayat 1 Undang-undang Dasar 1945, dengan demikian, tindakan mencatat perkawinan beda agama tidaklah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [3].

Selain aspek normatif, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penolakan pencatatan perkawinan beda agama dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologis dan teologis turut memengaruhi cara pandang masyarakat dan lembaga negara dalam merespons isu ini. Perbedaan interpretasi keagamaan, kepentingan politik hukum, hingga perkembangan hak asasi manusia semakin memperkaya sekaligus memperumit dinamika pengaturannya [14]
Namun demikian, pengaturan tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Penolakan pencatatan secara mutlak berpotensi menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait perlindungan hak keperdataan para pihak. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih adaptif agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak individu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum penolakan pencatatan perkawinan beda agama pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak hanya bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga diperkuat oleh praktik peradilan, kebijakan lembaga peradilan, serta nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat.

3.2 Analisis Yuridis terhadap Penolakan Pencatatan Perkawinan Beda Agama
Penolakan pencatatan perkawinan beda agama pasca berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menunjukkan adanya penguatan kepastian hukum, namun sekaligus mempersempit akses terhadap perlindungan hukum bagi pasangan beda agama. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis bagi hakim, tetapi juga berdampak langsung terhadap ruang legalitas hubungan keperdataan dalam masyarakat. Oleh karena itu, analisis yuridis diperlukan untuk menilai implikasi kebijakan tersebut dari aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Namun pada praktiknya seringkali kepastian hukum tidak bisa berdampingan dengan rasa keadilan. Lantas dalam memutus suatu perkara Hakim harus mengutamakan terlebih dahulu kepada konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), terkhusus pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NKRI 1945 yang menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak atas, pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum” [5].
Dalam konteks perkawinan beda agama, kepastian hukum merupakan nilai yang penting dalam negara hukum karena memberikan prediktabilitas dan perlindungan bagi warga negara dalam mengatur perilaku dan hubungan hukum mereka. Namun, kepastian hukum tidak boleh dicapai dengan mengorbankan nilai-nilai fundamental lainnya seperti keadilan dan perlindungan hak asasi manusia[9].
Dalam pencatatan perkawinan beda agama, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 memberikan pedoman yang jelas kepada hakim tentang bagaimana menangani perkara yang berkaitan dengan perbedaan agama atau kepercayaan, sehingga putusan tidak hanya sesuai dengan hukum namun tetap memperhatikan nilai-nilai tentang keadilan dan kesetaraan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 memberikan panduan yang jelas tentang prosedur dan aspek yang perlu diperhatikan saat memutus perkara tersebut, sehingga berkontribusi pada keseragaman dalam praktik peradilan dan mengurangi risiko diskriminasi terhadap pasangan yang berbeda latar belakang agama [13]
Dari aspek kemanfaatan hukum, maka pernikahan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan tidak dapat dicatatkan secara administratif kependudukan, walaupun yang dilangsungkan sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga akan berimplikasi terhadap, antara lain status kependudukan, harta gono-gini, hak waris dan status anak hasil perkawinan serta hak jaminan atas kesehatan. Selain itu, juga akan berimplikasi kepada pajak atas perolehan harta, penghasilan. Hal hal tersebut akan menimbulkan permasalahan sosial dan ketidak pastian hukum [5].
Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penerapan norma. Di satu sisi, hukum memberikan batasan yang tegas dan konsisten, namun di sisi lain belum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kepastian hukum melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023 juga berimplikasi pada terbatasnya akses perlindungan hukum bagi kelompok tertentu dalam masyarakat.

Ketidakseimbangan tersebut mengindikasikan bahwa orientasi kepastian hukum yang ditekankan dalam kebijakan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pertimbangan aspek keadilan substantif dan kemanfaatan bagi para pihak yang terdampak. Akibatnya, meskipun secara normatif aturan telah memberikan kejelasan, dalam praktiknya masih terdapat persoalan terkait perlindungan hak-hak keperdataan pasangan beda agama. Dengan demikian, penolakan pencatatan perkawinan beda agama pasca berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun kepastian hukum telah diperkuat, penerapannya masih menimbulkan tantangan dalam mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam sistem hukum nasional.
4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penolakan pencatatan perkawinan beda agama pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023 didasarkan pada ketentuan hukum yang menempatkan agama sebagai salah satu syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. SEMA tersebut mempertegas pedoman bagi hakim untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama, sehingga memberikan kepastian dan keseragaman dalam praktik peradilan. Namun demikian, dalam perspektif keadilan dan kemanfaatan hukum, kebijakan ini masih menimbulkan permasalahan, terutama terkait tidak terpenuhinya perlindungan hukum dan kepastian status bagi pasangan yang tidak dapat mencatatkan perkawinannya. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepastian hukum dengan kebutuhan sosial dalam masyarakat.
SARAN
Oleh karena itu, diperlukan adanya pembaruan hukum atau penafsiran yang lebih komprehensif dan adaptif agar tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan. Selain itu, pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memberikan solusi terhadap permasalahan administratif dan keperdataan yang timbul akibat tidak dicatatkannya perkawinan, sehingga tetap menjamin perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terdampak. Dengan demikian, diharapkan hukum dapat berfungsi secara lebih efektif dalam menjawab dinamika masyarakat.
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